BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BAR

NOMOR |3 TAHUN 20

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORA UANGAN PEME (

rn pemerintah pada
reviu atas laporan
rangka meyakinkan
ang disajikan sebelum

aparat pengawasan
ah daerah :
keuangan dan k
keandalan informa
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dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perl
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedom
Pelaksanaan Reviu Atas Laporan
Pemerintah Daerah;

Keua

Mengingat S
Penyelenggaraan Negara yang Bersih da:
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lem
Republik Indonesia Tahun 19
Tambahan Lembaran Negara S
Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor:
Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2

Lembaran Negara

3 “Rumah Tangganya sendiri
iblik Indonesia Tahun 2003

Pengawasan
(Lembaran

an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 4890);

Keuangan Negara (Lembaran Negar
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor
Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang No

9.

r 244, Tambahan
lonesia Nomor 5587),

Nomor 23 Tahun
(Lembaran Negara

Nomor 33 Tahun 2004 tentang

: Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
1an Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pembentukan Peraturan

Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
Pengelolaan Keuangan Badan
(Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 48, Tambahan Lembar:
Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nom

Pinjaman Daerah :
Indonesia Tahun 2
Lembaran Negara

Nomor 140, Tambahan
jonesia Nomor 4578);

Pedoman Pembinaa n Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

165, Tambahan

merintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
uangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

of 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
1iesia Nomor 4614);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 te
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembsz
Negara Republik Indonesia No 127 Tahun 200
Tambahan Lembaran Negara Republik Inde
4890 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu:

Sistem Akuntansi Pemerintahan (Le
Republik Indonesia Tahun 2
Tambahan .....
Lembaran Negara Republik Indo

20. Peraturan Menteri Dalam N i

AR
Jeram Bagian Barat Nomor 4
tukan, Susunan Organisasi
l,aerah Kabupaten Seram Bagian
Kabupaten Seram Bagian Barat

Barat (Lembaranm Da
Tahun 2016 Nomor O

Scanned by VueScan - get afreetrial at www.hamrick.com



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintaha
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan P
(DPRD) menurut asas otonomi dan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
Kesatuan Republik Indonesia s¢
Undang-Undang Dasar 1945. "

3. Pemerintah Daerah adalah Bup
unsur Penyelenggara Pem

5. Inspektorat adalah Ins
selaku aparat pengaw

Inspektur adalah Insp
Pedoman pelaksanaa

| laporan yang menyajikan
e lanja dan pembiayaan pemerintah

laporan yang menggambarkan arus kas
a suatu periode, serta posisi kas pada
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12.Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang'tak terpis
dari laporan keuangan yang menyajikan informasi t
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungk:
yang memadai.

menurut ketentuan peraturan perundang-unda
menyampaikan laporan pertanggungjawaban ber
keuangan.

14.Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daer

pimpinan dan seluruh
memada1 atas tercapamy

negara,dan ketentuan per
16.Sistem Akuntansi |
prosedur manual ma
pengumpulan data, p

yang dlterapkan &
keuangan.v.\pemenntah.

: pemerintahan untuk
dan penyajian laporan keuangan

. kejadian yang tidak biasa serta tidak
emerintahan (SAP).

Bupati bahwa penyusunan LKPD telah
Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan
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penyajiannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). k.

21.Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasi
dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Ka
Seram Bagian Barat

22.Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan a
Bupati Seram Bagian Barat yang menyatakan ,‘
keuangan telah disusun berdasarkan sistem penge
yang memadai dan disajikan sesuai dengan
pemerintahan.

akuntansi

BAB II
RUANG LINGKUP RE

(2) nana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Laporan RealisasiA
b. Neraca;

c

Scanned by VueScan - get afreetrial at www.hamrick.com



BAB III
TUJUAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAE

Pasal 4

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian in fig memadai
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pem:

BABIV
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PE:

Bagian Kesatu Pe

Pa

(1) Penyusunan rencana reviu atas lapors erintah daerah

(2) Rencana reviu sebagaim imaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Pro  Kerja Pengawasan
Tahunan. :

(3) Rencana Kerja_HPengavG
Tahunan sebagaim
Keputusan Bupat
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Pasal 7

Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasar!
prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpan
efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya peng:

Pasal 8

entitas pelaporan;
b. pemahaman proses transaksi yang signifik
c. pemahaman terhadap prinsip dan*
pembuatan laporan keuangan.

81 Satuan Kerja;
cuntansi Pejabat Pengelola Keuangan

nyusunan Laporan Keuangan.
sebagalmana dlmaksud pada ayat

(2)

Scanned by VueScan - get afreetrial at www.hamrick.com



Pasal 10

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hu f c,
memuat :

a. langkah kerja reviu;
b. teknik reviu;
sumber data;
pelaksana; dan
waktu pelaksanaan.

o a0

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

Inspektorat melaksanakan reviu
daerah.

a. persiapan;
penelusuran angka;

igaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)

eglatan pengumpulan informasi keuangan
gan yang telah diaudit pada tahun lalu,
iwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan
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akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain
diperlukan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 aﬁ@
huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.

(3) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pad:
dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tint:re
mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

Pasal 14

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pa
didokumentasikan dalam kertas kerja reviu.

(1) Kertas kerja reviu sebagaimana dimaksu
a. tujuan reviu;

b.daftar pertanyaan wawancara d
c. langkah kerja prosedur analitis

vada ayat (1) memuat:

ioner; dan
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Pasal 16

(1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu d
pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggut
oleh Bupati.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampé an
Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Perny.
Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Pasal 17

(1) Laporan hasil reviu atas laporan ket an pemerintah daeréah -
tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.

(2) Laporan hasil reviu atas laporan
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PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Piru
Jabatan pada tanggal 2018
Sekda
Asisten 1 -
Kabag Hukum
Kepala Inspektorat

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

7IAN BARAT TAHUN 2018
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